FER S

PUTUSAN
Nomor: 401/PID.SUS/2018/PT MKS

Pengadilan Tinggi Makassar yang memenksa dan mengadili perkara-p

erkara

pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai perikut

dalam perkara Terdakwa -

Nama lengkap : TAHIR BIN LAONDING;
Tempat lahir : Pujo Kabupater Sxienrang Rappang:
Umur/tanggal lahir : 25 téhun}zo Maret 1993;
::\_‘-‘-i.‘_;;lenis kelamin . Laki-laki;
4 ! Eﬁgbangsaan . Indonesia;
FER N DA
,}' E?Erig?mpat tinggal Dusun I Pujo Desa Bulucenraﬁa Kecamatan Piiu .

Riawa Kabupatan Sidenreng Rappang;
Agama T islam;

Pekerjaan  Petani;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampal aengan tanggat 9 Juli 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juii 2018 sampai dengan tanggal 13 Juir 3015,
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9

Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : RUDI HARTONGO, SH,

dan NURDIANSAH, SH, Advokst yang berkantor di Perumahan Dosen |Unhas

Tafmalanrea Biok AG No. 45 Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kecamatan

Tamalanrea Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juil 2018,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada

Hal. 1 dari 14 Aal. Putusan No, 401/PID.SUS/2018/PT MKS
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-f .+ Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tanggal 17 Juli 2018 dengan Register Nomor : 73/SK/VII/201 8/PN Sdr:

Pengadilan Tinggi tersebuf;

Telah membaca .

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Agustls 204§

Nomor: 401/PID.SUS/201&/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal & Agustus 2018

Nomor: 401/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti

untuk mendamping! dan membantu Majelis Haiim

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bernubungan dengan perkara i

RS

Nomor

Rgé.?Perk. No : PDM-06/P/Sidrap/07/2018, tanggal 11 Juli 2018, Terdakwa telah
didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa dia terdakwa TAHIR bin LAONDING dengan teman-temannya yaitu

saksi HASNA TANG alias HASNA binti SENNANG dan saksi ABDUL KADIR bin

BEDDU (masing-masing dituntut secara terpisah),

pada hari Senin tanggal 25 Juni

2018 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Jun

12018,
bertempat di Dusun Il Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten
Sidenreng Rappang atau sefidaknya pada tempat fain dalam daerah jhukum

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan atay turut serta melakukan -

perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan

atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga pegara

Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pamilih

agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan nak pilih dengan cara :erenw

Hal, 2 dari 14 Hai. Putusan No. 401 /PID.SUS/20187PT MKS
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1

sehingga suara menjadi tidak sah, memilih caion tertentr, atau tidak n*{

1|

tertentu, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1!

o

Jf’

Bermula pada hari Senin tanggal 25 .Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wta*ﬂ?i'r’csa

HASNA TANG (dituntut secara terpisah)} datang ke rumah terdakwa yang tef:

Dusun I Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Rijawa Kabupaten Si

Rappang, lalu saksi HASNA TANG mengajak terdakwa ikut ke Rappang

menghadiri pertemuan terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Ka
Sidenreng Rappang, setelah itu terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota

warna putih, di dalam mobil tersebut sudah menunggu beberapa orang, tidak

lama kemudian saksi HASNA TANG dan saksi ABDUL KADIR (dituntut

terp!sah) masuk ke dalam mobil,

ABDUL KADIR serta beberapa orang lainnya tiba di salah satu ru

lura,han Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rag

kemudlqn terdakwa, saksi HASNA TANG dan saksi ABDUL KADIR serta be

orang lainnya masuk ke rumah tersebut, di rumah tersebut sudah men

CLLONG (belum tertangkap), kemudian OLLONG memberikan uang

terdakwa, saksi HASNA TANG dan saksi ABDUL KADIR seria beberapa

lainnya masing-masing sebesar Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah), d

perincian masing-masing memperoleh sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus riby
dan masing-masing mencari 5 (lima)
500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

memperoleh sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan persyaratar

mencoblos Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupat

RUSDI, SE / H. ARD MAJID, SE, MSi (FATMA} pada saat pelaksanaan P
tanggal 27 Juni 2018 dan dilampirkan bukti penyerahan uang berupa foto copy

Keluarga yang dikumpulkan kepada saksi HASNA TANG, setelah pertemuan te

lalu terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sexira pukul 17.30 Wita ter

Hal, 3 duri 14 Hul. Putusan No, 401/PID.SUS/2018/

sehingga masing-masing rumah / Kepala Ksi

etak di

Janreng

untuk

bupaten
Avanza
berapa
secara

selanjutnya terdakwa, saksi HASNA TANG dan
' \\’; .
mah di
ppang,

berapa

unggu -

iepada

orang

engan

upiah)

rumah untuk dibagikan sisanya sebesar Rp.

iuarga

antuk
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u dang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilifian Gubernur, Bupati dan W

g

~

membagikan uang tersebut kepada tetanggenya yang terletak di Dusun il‘f?tf

S

ns

v} Efesa

Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang \)iitu saks;

HAMKA alias AMBO ANGKA (dituntut secara terpisah) dan SUGIMAN n

masing sebesar Rp. 100.000 -

SUCIMAN menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada saksi TAHIR, pada

terdakwa mengatakan kepada saksi HAMKA dan SUGIMAN agar mer

msmg«-

(seratus ribu rupiah), oleh saksi HAMKA dan

Saal 1ty

coblos

Pasangan Calon Bupati / Vvakil Bupati No. Urut 1 Hj. FATMAWAT RUSD]. SE /

H. ABD MAJID, SE, MSi (FATMA) pada saat pelaksanaan PILKADA Tahun 20

8.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A avat (1)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UL
_\

,un\b2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U
\

! No. 1
rdang-

aiikata

Menimbang, bahwa berdasarkan .surat gakwaan Jaksa Penuntut

tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalarn

Perk. No: PDM-06/P/Sidrap/07/2018, tanggal -2

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memerik

mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TAHIR bin LAODING terbukti secara sah dan meya

bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilihan’ sebagaimana diatur dan d

pidana dalam Pasal 187A ayat {1) Undang-lUindang Nomor 10 Tahu:

tentang Perubahan Kedua Atas UU No.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 t

Umum

surat tuntutannya Nomcgr Reg.

Juli 2018 pada pokoknya menunty

Sa dan

kinkan

ighcam

g

08

1 Tahun 2015 tentang Pen 1A DE

2ntang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. Pasal 55

ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Hal. 4 dari 14 Hel. Putusan No. 401/PID.SUS/20185PT MKS
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tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negen Sidenreng Rappanc

. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar

:6

. .
I -).A./
AP 4

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHIR oin LAODING dengah pidana

penjara selama 36 (Tiga puiuh enam) bulan dikurangi selama terdaﬁfa; berada

N test 2
dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.C00 000.- (dua ratus juta rupiah)

subsider 1 (satu) bulan kurungan:

Menetapkan terdakwa TAHIR bin LAOCING tetap berada dalam tahanan

Menyatakan barang bukti berupa

2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas nama

SUGIMAN dan HAMKA:
- Uang tunai sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 100.000 -,

Digunakan dalam perkara An HAMKA alias AMBO ANGKA

Diaya perkara csepesar

Rp: 2.000, - (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

L‘l"a ng

memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 224/Pid.Sus/2018/PN Sdr pada tanggal 23

Juli 2018 telah menjatuhkan putusan yang amainva nerouny

&

' sebagal berikut
Menyatakan Terdakwa Tanr Bin Laonaing telah terbukti secara szn aan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan
melawan hukum memberikan uang sebaga imbalan kepada Warga Negara

Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu™

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulan, dan denda sejuriiah Rp 1 000 000,00 (satu juta  Lpiat

‘dengan ketentuan apabila denda tidak Gibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 1 (satu) bulan:

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dar: 14 Hal Putusan No. 40 I/PID.SUS/ZOI." PT MKS
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4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan:

5. Menetapkan barang bukti berupa: ;é B

Q 2 (dua} lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing_at\;s ﬁéfma/
Kepala Keluarga Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga Hamkaz, tetap

terlampir dalam berkas perkara;

o Uang tunai sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), digampas

Y

untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah

e‘ngajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng

’ ~:Rappféhg pada tanggal 24 Juli 2018 sebagain.ana lernyata dalam Akta Perrpintasn

Eiénding Nomor: 28/Akta.Pid/2018/PN Sdr, dan permintaan banding dari| Jaksa

Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang kepada Terdakwa pada tanggal 25

Juli 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding

Nomaor: 28/Akta. Pid/2018/PN Sdr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut| Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan memoni banding tertanggat 27 Juli 2018 yang

diterima di Kepaniteraan Pengaditan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal {30 Juli

2018 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Memori Banding Nomor:

224/Pid.Sus/2018/PN Sdr, dan memori banding iersebut telah diberitahukan d

ahn

diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negern

Sidenreng Rappang kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018, sebagaimana

ternyata dalam Surat Penyerahan Memcri Banding Nomor: 224/Pid. Sus/2018/PN Sdr;

Hul. 6 dar; 1< fal. Putusan No, FO1/PIDSUS2010 P MRS
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Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara - |

< p

(inzage) Nomor: W22.U.18/961/HPDN/VI1/2018 dan - MNomor: !

W22.U.18/962/HPDN/VII/2018, yang ditandatangan: oleh Panitera Muda “Pidana'

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang bahwa teiah memberitahukan kepada|Jaksa

Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018, untuk mempelajari

berkas perkara Nomor: 224/Pid.Sus/2018/PN Sdr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sidenreng Rappang sebelum berkas dikirim ke Fengadilan Tinggi Makassar| untuk

pemeriksaan ditingkat banding;--------

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut,

telah diajukan dalam tenggang wakiu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat

}(éjng: ditentukan oleh Undang-Undang khususnya ketentuan pasai 147 dan| pasal
RN

.._’ft_ﬁj:“l_';__ie_(gturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahury 2014

;.Tqménbf_ I?emiiihan Gubernur, Buoati dan Walkota. maka permintaan banding

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum datam memori bandingnyq ieiah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pasal i87A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahur| 20:5

tentang Perubahan Kedua Atas JU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraruran

Pemerintah Pengganti Undang-undarg Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota dalam ancaman pidana penjara dan pidana

terhadap pasal tersebut berlaku ketentuan minimum khusus yaitu pidana penjara

paling singkat 36 (tiga puluh enamj buian dan paling lama 72 (tujuh putuh dua |bulzn

dan denda paling sedikit Rp. 20C.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pafing oanyak

Rp.  1.000.000.000,- (satu milyar  rupiah), namun datam putusan| No.

224/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2038 Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 14 Hul Putusan No. HI1/PIDSUS/2018 PT MES




Sldenreng Rappang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa sel

bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

L
: L
a

\\“

+ Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Per

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Per
Gubernur, Bupati dan Walikota dalam penjelasan BAB I huruf g menjelaskan
- pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money poiitic)

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliko

Wakil Walikota, ha! tersebut sejalan seperti yang teiah kami tuangkan di hai-ha

memberatkan dalam tuntutan kami vyaity *

emokras: yang bersih” karena sejatinya pemimpin dipilih berdasarkan hati
rakyat tanpa pengaruh apapun teriebih iagi pengaruh materi dalam hal inj °
"se,hmgga dapat terwujud pemimpin seperti yang di harapkan dalam n

Demokrasi.

Bahwa dalam ketentuan Pidana pasal yang dilanggar oleh terdakwa te
tidak menentukan batas-batas minimal jumiah materi baik itu yang memberi m
yang menerima, maka tujuan dari Undang-undang ini bukan hanya kamna j
nominal namun lebih kepada dampak dan bahaya vang ditimbulkan, oleh kare
sudah tepat apabila terhadap pelaku politik uang dihukum dengan pidana yang

dengan adanya ketentuan pidana minimum khusus, bukan hanya s=

menghukum maupun membuat jera pelaku namun juga sebagai sarana pre

dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mak

membatalkan  putusan Pengadilan  Negeri Sidenreng  Rappang N
224/Pid.Sus/2010/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 dengan menerima permot

banding dan:

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No. 401/PID.SUS/2018 F
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1. Menyatakan Terdakwa TAHIR bin LAODING terbukti secara sah dan

bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilihan’ sebagaimana diatur

pidana dalam Pasal 187A ayat (3} Undang-Undara Nomor 10 Tahur 2016

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikcta menjadi Undang-undang jo. Pasal 55

ayat (1) ke~ 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAHIR bin LAODING dengan pidana

penjara selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta supiah)

..+ Subsider 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

* 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) masing-masing atas

SUGIMAN dan HAMKA;

nama

* Uang tunaij sebanyak 7 lembar pecahan Rp. 100.000,-;
Digunakan dalam perkara An. HAMKA alias AMBO ANGKA.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadiian Tinggi mempelajari dan

mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan,

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor:

224/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 23 Juli 2018, memori banding yang diajukap oleh

Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara in, .

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya | yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 401 /PID.SUS/2018/PT MKS
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menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalal'\

34

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keaua atas Undang-Undang h

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerimiah Pengganti

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernyr

Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sudah tepat dan

menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah
dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan

alasan-alasan yang menjadi dasar putusannys

hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat bandir

karena itu pertimbangan-pertimbangan hukurn Majelis Hakim Pengadilan

g.

-l\"g

'&-

gwlak j}
tindak pidana sebagaimana didakwakan daiam Pasal 187 A ayat (1) Undd@ Unaang

,...

\omar 1

Undangiunacang

. Bupati dan Walikota menjadi

benar

Memuat

serta

dan pertirnbangan-pertirrDangar".

Oleh

Tingkat

Dangan

ini dalam

LT Majehs Hakim Pengadilan Tingg! tidak sependapat.

-dengan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

putusannya telah menyatakan Terdakwa terbukt secara sah dan menys

bersalah melakukan “Tingak Pidana Pernilihan” sebagaimana diatur dan gj

pidana dalam Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 -

Perubahan Kedua Atas UU No

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nemor 1 Tahun 2014 tentang Per;

Gubernur, Bupati dan Walikota rnenjadi Undang-undang jo. Pasaj 55 ayat (1

KUHPidana, dan menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu d

pidana penjara selama 1 (satu) buiap, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda udak dibayar maka diganti 1

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

dakwa,

sehingga periu mengupannva

dalam
akinkan
ancam .
entang

1 Tahun 2015 teniang Penetapan Pejsiuran

nilihan

ke~ 1

engan

{satu

Engan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 401 /PID.SUS/2018/PT MKS
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IH '[—ha'lls}ang meringankan :

21, Pasal 27 ayat (1) dan ayai {2} serta Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, ticak ada

(‘ P E:T;\_‘ ..
- ?

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada;

tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum sesuai dan beluk

dengan kesatahan Terdakwa, sehingga perlu untuik diperberat;

B

-v-; =5

""""

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sistem der
yang bersih karena sejatinya dalam pemilikan perrumpin harusiah berdasarkar
hati nurani rakyat tanpa dipengaruhi dengan cara apapun termasuk pengaruh

dalam hal ini pengaruh uang seperti yang dilakukan oleh Terdakwa:

nokras
otihann

materil

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan tersebut di atas.

selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan

memberatkan maupun yang meringankan Terdakws

(":
erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,

el

f’ H
i
-

- Terdakwa belum pemah dihukum:
- Terdakwa berterus terang di persidangan’

Terdakwa menyesali dan benanji tidak akan mengulang: perbuatannya

Terdakwa bu'kan merupakan pelaku utama

Terdakwa merupakan tulang punggung keiuarganya;

maka

mempertimbangkan hal-hal yang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan Pengadiian Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 224/Pid.Sus/z 1> 8/P i

Sdr tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan oan

dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijat
kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi seperti ters

bawah ini:

naing tersebut haruslah ainkrpai

uhkan

ebut di

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan

pasa
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i
alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karena #qﬁa ‘amsiah =

1 1
ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan: < /

\ - ,‘5;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dlfﬂ?tuhr

pidana, maka kepada Terdakwa harusiah dibebani untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peraditan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang diseputkan .

dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambii  alth pertimbangan-pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengaditan Tingkat Pertama. maka vlajelis Hakim Pengadilan

Tinggi memutus mengubah putusan Pengadilann Negeri Sidenreng Rappang Nomor:

224/Pid.Sus/2018/PN Sdr, tanggal 23 Jul 2018, yang dimintakan banding tersepu: -

~ - Menimbang, bahwa oleh karena Terdakw1 dnyatakan bersalah dan diatung

pidana maka kepada Terdakwa harusiah dibebam untuk membayar biaya perkara

. dalam:kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan

dalam amar putusan di bawah ini:

Mengingat, Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahur| 2018

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

enang

Penetapan Peraturan Pemerintsh Pengganti Unaang-Undang Nomor 1 Tahud 2034

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikora menjadi Undang-Undang jo.|Pasal

95 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 197 dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang

R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Ridana

(KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan dengan perkara tnl;

MENGADILI

- . Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut:

- 'Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng  Rappang Nomor:

224/Pid.Sus/2018/PN Sdr tanggal 23 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut.
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Ter

sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijaiuhkan kepada

sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : S

1
N

1. Menyatakan- Terdakwa Tzhir Bin Laonding telah terbukti secara\Sati.:" ar”

meyakinkan bersalah melakukan __tindak pidana “turut serta melakukan
perbuatan melawan hukum n%emberikan uang sebagai imbalan kepads
Warga Negara Indones'a untuk mempengarun Pemilih agar memilir| caton
tertentu”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sgjJumlah Rp 1.000.000,00] (satu
juta rupiah), dengan ketentuan apabiia denda tidak dibayar maka diganti

3 \‘ dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
%?%}Menetapkan masa penahanan yang teiah dijaiani Terdakwa dikurahakan
L \}" seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan-
7' 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan:

9. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) Imasing-masing atas [nama
Kepala Keiuarge Sugiman dan atas nama Kepala Keluarga Hamka istap

terlampir dalam berkas perkara:

. : b. Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tuuh ratus ribu rupiah), dirampas

untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3 §00.00

(tiga ribu rupiah);

Demikianiah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari RABU, tanggal 8 AGUSTUS 2018 aieh kami

MAKKASAU, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, AHMAD SHALIHIN, S.H! M.H.
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dan | MADE SERAMAN, S.H.,M.H. masing-masi: g sebagal Hakim Anggota, . user

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persicangan vang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi olet kedua Hakim Anggota serta dibantu

Oleh ANDI MARLIYANTI, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

Ttd Ttd
AHMAD SHALIHIN, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.
Ttd

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

Panitera Penggant,
Ttd
ANDI MARLIYANT!, S.H. M.H.

JURUNAN SESUAI ASLINYA
ADILAN TINGGi MAKASSAR

7. PANITERA,

#N//Txf ﬂh b
tig -

GRS (99303 'jou3 -
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